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ABSTRAK 
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  

129/Puu-Xxii/2024 Tentang Kriteria Dua Kali Masa Jabatan Kepala 
Daerah  

Perspektif Siyasah Dusturiah 
Oleh : Dekri Afitra 
NIM 2111150159 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 terkait kriteria dua kali 
masa jabatan kepala daerah, serta menelaahnya dalam perspektif 
siyasah dusturiyah. Latar belakang penelitian ini muncul dari 
adanya ambiguitas norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, terutama mengenai penghitungan 
masa jabatan bagi kepala daerah yang pernah menjabat sebagai 
Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), atau Pejabat Harian (Plh). 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi 
pelaksana seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2024, implementasinya 
masih menimbulkan multitafsir. Putusan MK memberikan 
penegasan bahwa masa jabatan dihitung sejak pelantikan dan tidak 
mempermasalahkan status ke-definitifan jabatan, selama 
memenuhi ambang waktu dua setengah tahun. Dalam perspektif 
siyasah dusturiyah, putusan ini menunjukkan upaya menjaga 
kemaslahatan, keadilan, dan supremasi konstitusi dalam sistem 
pemerintahan yang islami. Penelitian ini diharapkan menjadi 
rujukan akademik dan praktis dalam pembentukan kebijakan 
Pilkada yang lebih pasti dan adil. 

Kata kunci : Putusan MK, masa jabatan kepala daerah, Plt/Pj, kepastian 
hukum, siyasah dustur 
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